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Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut

1.3 Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tanah Laut pada

Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

masyarakat dan desa sesuai dengan kewenangan daerah, berpedoman pada dokumen

perencanaan pembangunan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Pelaksanaan program dan kegiatan DPMD diarahkan untuk memperkuat kapasitas

pemerintahan desa, meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat, serta

mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.

Secara umum, capaian kinerja DPMD Kabupaten Tanah Laut menunjukkan hasil yang

positif dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Hal tersebut tercermin dari

meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, penguatan kelembagaan desa dan

lembaga kemasyarakatan, serta meningkatnya peran aktif masyarakat dalam perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan desa.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan

desa, DPMD melaksanakan program-program strategis yang meliputi pembinaan

administrasi dan tata kelola pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa,

fasilitasi perencanaan pembangunan partisipatif, penguatan kelembagaan masyarakat desa,

serta pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Program dan kegiatan tersebut

dilaksanakan secara terkoordinasi dengan perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan,

serta pemerintah desa.

Capaian kinerja utama yang berhasil diwujudkan antara lain meningkatnya

pemahaman dan kemampuan aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

sesuai regulasi, tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran desa secara tepat

waktu dan sesuai ketentuan, serta meningkatnya kualitas pelaksanaan pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat di desa. Selain itu, pembinaan terhadap Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa turut berkontribusi dalam

memperkuat fungsi pengawasan, penyaluran aspirasi, dan pemberdayaan masyarakat.



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, DPMD Kabupaten Tanah Laut juga berperan

dalam melakukan fasilitasi, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. Kegiatan monitoring dan evaluasi

tersebut bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban kegiatan desa, sekaligus sebagai sarana pembinaan dan perbaikan

berkelanjutan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih dijumpai

beberapa kendala, antara lain perbedaan kapasitas sumber daya manusia antar desa,

keterbatasan pemahaman terhadap regulasi yang dinamis, serta tantangan geografis yang

mempengaruhi efektivitas pembinaan dan pendampingan. Terhadap kendala tersebut,

DPMD Kabupaten Tanah Laut telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui

peningkatan intensitas pembinaan, pendampingan teknis, koordinasi lintas sektor, serta

pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan dan pembinaan desa.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Tanah Laut pada tahun pelaporan 2025 telah memberikan kontribusi nyata

terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan

masyarakat, serta mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah sebagaimana

tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Tanah Laut. Ke depan, DPMD berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat

sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan mendorong terwujudnya desa yang

maju, mandiri, dan sejahtera.

Penyusunan dokumen indikator kinerja kunci mengacu pada Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7 - 109 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Kunci, Bobot,

dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan surat dari Kementerian Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.7 / 789 / OTDA tanggal 12 Februari 2026 Hal :

Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun

Anggaran 2025.



1. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten/Kota IKK No. 2.g.1

Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi : Meningkatkan kapasitas desa sehingga mampu
memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara
berkelanjutan tanpa ketergantungan besar pada
bantuan luar. Mewujudkan desa yang kuat secara
ekonomi, sosial, dan ekologi serta mengurangi
ketergantungan pada bantuan pemerintah
pusat/daerah agar dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, membentuk desa yang
inovatif dan kompetitif juga mewujudkan
pembangunan desa yang berkelanjutan
(sustainable development)

2. Rumus : Jumlah desa tertinggal yang memenuhi
kriteria desa berkembang per tahun
berdasarkan Indeks Desa per tahun

x 100%
Jumlah desa tertinggal
(per awal tahun N)

Jumlah desa berkembang yang memenuhi
kriteria desa mandiri per tahun
berdasarkan Indeks Desa per tahun

x 100%
Jumlah desa berkembang
(per awal tahun N)

1
X 100%

8

12,5%

Tahapan penghitungan Persentase Peningkatan
Status Desa Mandiri Pemerintah Daerah sebagai
berikut:
- ID merupakan indeks dimensi yang dihasilkan dari
total indeks Dimensi;

- Layanan Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total
indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi



lingkungan, total indeks Dimensi aksebilitas, dan
total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa
setiap Desa.

- Formulasi Indeks Desa (ID) = DLD + DS + DE + DL
+DA + DTPD = 26,77% + 13,39% + 25,20% + 14,17%
+ 7,87% +12,60% = 100,00%
Keterangan:
- ID : Indeks Desa
- DLD : Dimensi Layanan Dasar
- DS : Dimensi Sosial
- DE : Dimensi Ekonomi
- DL : Dimensi Lingkungan
- DA : Dimensi Aksebilitas
- DTPD : Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa

3. Satuan Hasil : Persentase (%)
4. Definisi
Operasional

 Pembilang
Jumlah seluruh desa tertinggal yang memenuhi
kriteria desa berkembang (per-awal tahun n)
berdasarkan indeks desa per-tahun, dibuktikan
dengan dokumen pendukung yang ditandatangani
oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop
surat dan stempel resmi yang memuat dokumen
pendukung daftar rinci desa berkembang yang
memenuhi kriteria desa mandiri berdasarkan
Indeks Desa Membangun dari Kementerian Desa
per kabupaten/kota dan per kecamatan.

 Penyebut
Jumlah seluruh desa tertinggal (per-awal tahun n),
dibuktikan dengan dokumen pendukung yang
ditandatangani oleh kepala perangkat daerah
disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang
memuat dokumen pendukung daftar rinci
desa

berkembang.
5. Data Pendukung :  Pembilang dan Penyebut

Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang
ditandatangani oleh kepala perangkat daerah
disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang
memuat dokumen pendukung daftar rinci desa
tertinggal yang memenuhi kriteria desar
berkembang berdasarkan Indeks Desa



Membangun dari Kementerian Desa per
kabupaten/kota dan per
Kecamatan.

6. Sumber Data :  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten/Kota

7.Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2016;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2024.



Jl. Haji Boejasin Pelaihari Kode Pos 70814 Kecamatan Pelaihari

email:bpmpd_tanahlaut@yahoo.com website: http//www.bpmpd.tanahlautkab.go.id

Jumlah Desa Berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa Mandiri Per
Tahun Berdasarkan Indeks Desa Membangun Per Tahun

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No Kecamatan Desa

Desa Berkembang Tahun
2024

Desa Mandiri Tahun 2025
Ket

Nilai/Skoring
ID

Status Desa Nilai/Skoring ID Status Desa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Pelaihari Guntung Besar 0,6805 Berkembang 83,94 Mandiri
Tahun 2024 memakai
IDM sedangkan Tahun
2025 memakai ID

Pelaihari, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut

Muhammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19790629 200003 1 004

mailto:bpmpd_tanahlaut@yahoo.com


Jl. Haji Boejasin Pelaihari Kode Pos 70814 Kecamatan Pelaihari

email:bpmpd_tanahlaut@yahoo.com website: http//www.bpmpd.tanahlautkab.go.id

JUMLAH DESA BERKEMBANG (PER-AWAL TAHUN 2025)

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2025

No Kecamatan Desa Nilai/Skoring ID Status Desa Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Takisung Tabanio 60.31 Berkembang

2. Takisung Kuala Tambangan 66.61 Berkembang

3. Takisung Pagatan Besar 63.62 Berkembang

4. Jorong Batalang 65.20 Berkembang

5. Pelaihari Panjaratan 68.35 Berkembang

6. Kintap Riam Adungan 67.87 Berkembang

7. Kintap Salaman 63.78 Berkembang

8. Bumi Makmur Pantai Harapan 61.73 Berkembang

Pelaihari, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut

Muhammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19790629 200003 1 004

mailto:bpmpd_tanahlaut@yahoo.com


Jl. Haji Boejasin Pelaihari Kode Pos 70814 Kecamatan Pelaihari
email:bpmpd_tanahlaut@yahoo.com website: http//www.bpmpd.tanahlautkab.go.id

Surat Keterangan

Nomor : 900 / 34 / I / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syahid, S.STP, M.AP

Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut tidak terdapat

lagi Desa Tertinggal berdasarkan data ID (Indeks Desa) berdasarkan Keputusan Menteri

Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Nomor 343 Tahun 2025

tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa. Data ID sebagaimana terlampir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pelaihari, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut

Muhammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19790629 200003 1 004

mailto:bpmpd_tanahlaut@yahoo.com


SALINAN

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI

DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 343 TAHUN 2025

TENTANG

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2025

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur tingkat perkembangan
kemajuan dan kemandirian desa pada tahun 2025,
perlu menetapkan status kemajuan dan kemandirian
desa berdasarkan hasil pendataan indeks desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
tentang Status emajuan dan Kemandirian Desa Tahun
2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas



UndangUndang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 367);

4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 892);

5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024
tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 753).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL TENTANG STATUS KEMAJUAN DAN
KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2025.



KESATU : Menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa tahun

2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

KEDUA : Status kemajuan dan kemandirian desa sebagaimana
dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan berdasarkan
hasil pendataan data Indeks Desa tahun 2025 yang terdiri
atas dimensi Layanan Dasar, Dimensi Ekonomi, Dimensi
Sosial, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas dan
Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa.

KETIGA : Status kemajuan dan kemandirian Desa sebagaimana pada

Diktum KESATU digunakan sebagai instrumen koordinasi
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan
pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat Desa, serta secara khusus
untuk kebutuhan pemetaan tipologi desa dan penyusunan

prioritas penggunaan dana desa.

KEEMPAT : Klasifikasi status kemajuan dan kemandirian desa
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas :

a. Desa Mandiri sebanyak 20.503 desa;

b. Desa Maju sebanyak 23.579 desa;

c. Desa Berkembang sebanyak 21.813 desa;

d. Desa Tertinggal sebanyak 4.672 desa; dan

e. Desa Sangat Tertinggal sebanyak 4.694 desa

KELIMA : Penghitungan status kemajuan dan kemandirian desa
sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Agustus 2025

MENTERI DESA DAN

PEMBANGUNAN DAERAH

TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

H. YANDRI SUSANTO

Salinan sesuai aslinya

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Plt. Kepala Biro Hukum

Hasrul Edyar



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DESA DAN

PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 343 TAHUN 2025

TENTANG

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN

DESA TAHUN 2025

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA
TAHUN 2025

I. Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

NO KLASIFIKASI JUMLAH

1 Desa Mandiri 20.503 Desa

2 Desa Maju 23.579 Desa

3 Desa Berkembang 21.813 Desa

4 Desa Tertinggal 4.672 Desa

5 Desa Sangat Tertinggal 4.694 Desa

6 Desa tidak memenuhi kriteria* 4 Desa

TOTAL 75.265 Desa

Catatan:

Desa tidak memenuhi kriteria karena tidak melakukan pengukuran indeks
desa dengan keterangan:

a. Desa Batu Jaya, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat,
Provinsi Aceh, Penduduk tidak ada/eksodus akibat konflik Gerakan
Aceh Merdeka (GAM);



b. Desa Pulo Bunta, Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar,
Provinsi Aceh, Semua warga dan pemerintahan desa tidak berdomisili
di desanya;

c. Desa Perkebunan Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten
Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, Dana Desa sejak tahun 2020 tidak lagi
dicairkan (lokasi desanya di dalam Hak Guna Usaha (HGU); dan

d. Desa Wonorejo, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi
Kalimantan Selatan Desa Tidak Memiliki Wilayah karena dibeli
tambang, Pemerintahan Sudah tidak ada dan Masyarakat tinggal
kurang dari 20 Kepala Keluarga (KK).



II. Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa tingkat provinsi

NO NAMA PROVINSI MANDIRI MAJU BERKEMBANG TERTINGGAL SANGAT

TERTINGGAL

DESA

TIDAK

MEMENUHI

KRITERIA

JUMLAH

DESA

1 ACEH 655 1.950 3.413 446 33 3 6.500

2 BALI 524 94 18 0 0 0 636

3 BANTEN 137 432 644 24 1 0 1.238

4 BENGKULU 157 607 554 23 0 0 1.341

5 DI YOGYAKARTA 384 8 0 0 0 0 392

6 GORONTALO 266 261 129 1 0 0 657

7 JAMBI 438 515 444 17 0 0 1.414

8 JAWA BARAT 2.774 2.189 347 1 0 0 5.311

9 JAWA TENGAH 2.208 3.921 1.666 15 0 0 7.810

10 JAWA TIMUR 4.716 2.439 566 0 0 0 7.721



11 KALIMANTAN BARAT 1.045 529 472 0 0 0 2.046

12 KALIMANTAN SELATAN 960 758 153 0 0 1 1.872

13 KALIMANTAN TENGAH 278 479 610 65 0 0 1.432

14 KALIMANTAN TIMUR 262 342 233 4 0 0 841

15 KALIMANTAN UTARA 77 82 228 60 0 0 447

16 KEP BANGKA BELITUNG 188 111 10 0 0 0 309

17 KEPULAUAN RIAU 55 122 97 1 0 0 275

18 LAMPUNG 561 1.186 699 0 0 0 2.446

19 MALUKU 113 303 581 176 27 0 1.200

20 MALUKU UTARA 27 140 538 335 27 0 1.067

21 NUSA TENGGARA BARAT 498 405 118 0 0 0 1.021

22 NUSA TENGGARA TIMUR 100 552 1.758 624 103 0 3.137

23 PAPUA 5 45 366 266 266 0 948

24 PAPUA BARAT 16 21 195 287 284 0 803

25 PAPUA BARAT DAYA 0 11 236 304 388 0 939

26 PAPUA PEGUNUNGAN 0 2 188 467 1.960 0 2.617



27 PAPUA SELATAN 3 14 110 216 334 0 677

28 PAPUA TENGAH 2 18 165 261 726 0 1.172

29 RIAU 759 472 369 0 0 0 1.591

30 SULAWESI BARAT 52 130 265 112 16 0 575

31 SULAWESI SELATAN 901 727 514 121 3 0 2.266

32 SULAWESI TENGAH 386 822 620 14 0 0 1.842

33 SULAWESI TENGGARA 85 619 1.121 80 3 0 1.908

34 SULAWESI UTARA 785 466 243 11 2 0 1.507

35 SUMATERA BARAT 489 358 176 12 0 0 1.035

36 SUMATERA SELATAN 233 1.154 1.446 22 0 0 2.855

37 SUMATERA UTARA 364 1.296 2.529 707 521 0 5.417

JUMLAH DESA 20.503 23.579 21.813 4.672 4.694 4 75.265



II. Status Kemajuan dan Kemandirian Desa













2. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten/Kota IKK No. 2.g.2

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi : Meningkatkan kapasitas desa sehingga mampu
memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara
berkelanjutan tanpa ketergantungan besar pada
bantuan luar. Mewujudkan desa yang kuat secara
ekonomi, sosial, dan ekologi serta mengurangi
ketergantungan pada bantuan pemerintah
pusat/daerah agar dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, membentuk desa yang
inovatif dan kompetitif juga mewujudkan
pembangunan desa yang berkelanjutan
(sustainable development)

2. Rumus : Jumlah desa berkembang yang memenuhi
kriteria desa maju dan mandiri per tahun
berdasarkan Indeks Desa per tahun

x 100%
Jumlah desa berkembang
(per awal tahun N)

7
X 100%

8

87,5%

Tahapan penghitungan Persentase Peningkatan
Status Desa Mandiri Pemerintah Daerah sebagai
berikut:
- ID merupakan indeks dimensi yang dihasilkan dari
total indeks Dimensi;

- Layanan Dasar, total indeks Dimensi Sosial, total
indeks Dimensi Ekonomi, total indeks Dimensi
lingkungan, total indeks Dimensi aksebilitas, dan
total indeks Dimensi tata kelola pemerintah Desa
setiap Desa.

- Formulasi Indeks Desa (ID) = DLD + DS + DE + DL
+DA + DTPD = 26,77% + 13,39% + 25,20% + 14,17%
+ 7,87% +12,60% = 100,00%



Keterangan:
- ID : Indeks Desa
- DLD : Dimensi Layanan Dasar
- DS : Dimensi Sosial
- DE : Dimensi Ekonomi
- DL : Dimensi Lingkungan
- DA : Dimensi Aksebilitas
- DTPD : Dimensi Tata Kelola Pemerintah Desa

3. Satuan Hasil : Persentase (%)
4. Definisi
Operasional

 Pembilang
Jumlah seluruh desa berkembang yang memenuhi
kriteria desa maju dan mandiri (per- awal tahun n),
dibuktikan dengan dokumen pendukung yang
ditandatangani oleh kepala perangkat daerah
disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang
memuat dokumen pendukung daftar rinci desa
berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri
berdasarkan Indeks Desa Membangun dari
Kementerian Desa per kabupaten/kota dan per
kecamatan.

 Penyebut
Jumlah seluruh desa berkembang (tahun n),
dibuktikan dengan dokumen pendukung yang
ditandatangani oleh kepala perangkat daerah
disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang
memuat dokumen pendukung daftar rinci desa

berkembang.
5. Data Pendukung :  Pembilang dan Penyebut:

Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang
ditandatangani oleh kepala perangkat daerah
disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang
memuat dokumen pendukung daftar rinci desa
tertinggal yang memenuhi kriteria desa
berkembang berdasarkan Indeks Desa
Membangun dari Kementerian Desa per
kabupaten/kota dan per Kecamatan.

6. Sumber Data :  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten/Kota

7.Dasar Hukum : 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia



Nomor 2 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2024.



Jl. Boejasin No. 68 Kel. Angau Kecamatan Pelaihari
email:bpmpd_tanahlaut@yahoo.com website: http//www.bpmpd.tanahlautkab.go.id

Jumlah Desa Berkembang Yang Memenuhi Kriteria Desa Maju dan Mandiri Per
Tahun Berdasarkan Indeks Desa Per Tahun

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025

No Kecamatan Desa

Desa Berkembang Tahun
2024

Desa Mandiri Tahun 2025
Ket

Nilai/Skoring ID Status Desa Nilai/Skoring ID Status Desa

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Pelaihari Guntung Besar 0,6805 Berkembang 83,94 Mandiri Tahun 2024
memakai IDM
sedangkan Tahun
2025 memakai ID2. Takisung Ranggang Dalam 0.7049 Berkembang 69.76 Maju

3. Panyipatan Kandangan Baru 0.7067 Berkembang 76.69 Maju

4. Kintap Kintap 0.6957 Berkembang 79.21 Maju

5. Tambang Ulang Kayu Abang 0.6259 Berkembang 74.96 Maju

6. Batu Ampar Damit Hulu 0.6254 Berkembang 71.34 Maju

7. Bumi Makmur Kurau Utara 0.6854 Berkembang 71.50 Maju

Pelaihari, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut

Muhammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19790629 200003 1 004

mailto:bpmpd_tanahlaut@yahoo.com
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JUMLAH DESA BERKEMBANG (PER-AWAL TAHUN 2025)

KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2025

Pelaihari, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut

Muhammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19790629 200003 1 004

No Kecamatan Desa Nilai/Skoring ID Status Desa Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Takisung Tabanio 60.31 Berkembang

2. Takisung Kuala Tambangan 66.61 Berkembang

3. Takisung Pagatan Besar 63.62 Berkembang

4. Jorong Batalang 65.20 Berkembang

5. Pelaihari Panjaratan 68.35 Berkembang

6. Kintap Riam Adungan 67.87 Berkembang

7. Kintap Salaman 63.78 Berkembang

8. Bumi Makmur Pantai Harapan 61.73 Berkembang

mailto:bpmpd_tanahlaut@yahoo.com


3. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten/Kota IKK No. 2.g.3

Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi : Agar desa dapat bekerja sama dalam bidang
pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan, dan
pelayanan juga mengoptimalkan potensi desa,
pembangunan desa melalui kolaborasi yang efisien,
efektif, dan bermanfaat bagi masyarakat,
mempercepat peningkatan kesejahteraan
masyarakat serta dapat menyelesaikan masalah
bersama agar menjamin kualitas layanan
publik yang bisa
mendukung integrasi pembangunan daerah

2. Rumus : Jumlah kerja sama desa yang telah
ditetapkan dan berlaku

x 100%
Jumlah kerja sama desa yang ditangani

85
X 100%

85

100%
3. Satuan Hasil : Persentase (%)
4. Definisi
Operasional

 Pembilang
Jumlah seluruh kerjasama desa yang telah
ditetapkan pada tahun n dan kerjasama desa yang
masih berlaku, Dibuktikan dengan dokumen
pendukung yang ditandatangani oleh kepala
perangkat daerah disertai dengan kop surat dan
stempel resmi yang memuat dokumen pendukung
daftar rinci Kerjasama antar desa yang masih
berlaku maupun yang baru ditetapkan.

 Penyebut
Jumlah seluruh desa yang belum ditetapkan dan
atau yang sedang ditangani untuk penetapan
kerjsama antar desa ditambah seluruh jumlah
kerjasama desa yang sudah ditetapkan pada tahun



n maupun yang masih berlaku, dibuktikan dengan
dokumen pendukung yang ditandatangani oleh
kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat
dan stempel resmi yang memuat
dokumen pendukung daftar rinci Kerjasama antar
desa.

5. Data Pendukung :  Pembilang dan Penyebut
Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang
ditandatangani oleh kepala perangkat daerah
disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang
memuat dokumen pendukung daftar
rinci kerjasama antar desa yang sudah
ditangani maupun yang belum ditangani serta
kerjasama desa yang masih berlaku.

6. Sumber Data :  Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Kabupaten/Kota

7.Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015,
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa;

b. Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Kerja
Sama Desa.
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JUMLAH KERJA SAMA DESA YANG TELAH DITETAPKAN DAN BERLAKU
KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2025

No KAB
/KOTA

KEC DESA

RUANG LINGKUP KERJA
SAMA DESA

BIDANG
KERJA SAMA
DESA YANG

TELAH
DITETAPKAN
TAHUN N

DAN MASIH
BERLAKU

SURAT
KEPUTUSAN
KERJASAMA
YANG TELAH
DITETAPKAN

KERJASAMA
ANTAR DESA

KERJASAMA
DGN PIHAK
KETIGA

1 TANAH
LAUT

BAJUIN Desa Bajuin, Desa
Galam, Desa

Ketapang, Desa
Kunyit, Desa

Pamalongan, Desa
Sungai Bakar,
Desa Tanjung,
Desa Tebing

Siring, dan Desa
Tirta Jaya. (9

Desa)

Desa Bajuin,
Desa Galam,

Desa Ketapang,
Desa Kunyit,

Desa
Pamalongan,
Desa Sungai
Bakar, Desa
Tanjung, Desa
Tebing Siring,
dan Desa Tirta
Jaya. (9 Desa)

-

BIDANG
EKONOMI

MASYARAKAT

AHU-
00777.AH.01.35
TAHUN 2022

2 TANAH
LAUT

BATI-BATI Desa Bati-Bati,
Desa Bentok
Kampung, Desa
Bentok Darat,
Desa Nusa Indah,
Desa Pandahan,
Desa Sambangan,
Desa Liang
Anggang, Desa
Ujung Baru, Desa
Banua Raya, Desa
Benua Tengah,
dan Desa Benua
Lawas. (14 Desa)

Desa Bati-Bati,
Desa Bentok
Kampung, Desa
Bentok Darat,
Desa Nusa
Indah, Desa
Pandahan, Desa
Sambangan,
Desa Liang
Anggang, Desa
Ujung Baru,
Desa Banua
Raya, Desa
Benua Tengah,
dan Desa Benua
Lawas. (14 Desa)

-

BIDANG
EKONOMI

MASYARAKAT

AHU-
00773.AH.01.35
TAHUN 2022

mailto:bpmpd_tanahlaut@yahoo.com


3 TANAH
LAUT

JORONG Desa Alur, Desa
Asam-Asam, Desa
Asam Jaya, Desa
Asri Mulia, Desa
Batalang, Desa
Jorong, Desa
Karang Rejo,
Desa Muara Asam
Asam, Desa
Sabuhur, Desa
Simpang Empat
Sungai Baru, dan
Desa Swarangan.
(11 Desa)

Desa Alur, Desa
Asam-Asam,
Desa Asam
Jaya, Desa Asri
Mulia, Desa
Batalang, Desa
Jorong, Desa
Karang Rejo,
Desa Muara
Asam Asam,
Desa Sabuhur,
Desa Simpang
Empat Sungai
Baru, dan Desa
Swarangan. (11
Desa)

-

BIDANG
EKONOMI

MASYARAKAT

4 TANAH
LAUT

KINTAP Desa Bukit Mulia,
Desa Kebun Raya,
Desa Kintap, Desa
Kintap Kecil, Desa
Kintapura, Desa
Mekar Raya, Desa
Muara Kintap,
Desa Pandan Sari,
Desa Pasir Putih,
Desa Riam
Adungan, Desa
Salaman, Desa
Sebamban Baru,
Desa Sumber
Jaya, Desa Sungai
Cuka. (14 Desa)

Desa Bukit Mulia,
Desa Kebun
Raya, Desa
Kintap, Desa
Kintap Kecil,
Desa Kintapura,
Desa Mekar
Raya, Desa
Muara Kintap,
Desa Pandan
Sari, Desa Pasir
Putih, Desa Riam
Adungan, Desa
Salaman, Desa
Sebamban Baru,
Desa Sumber
Jaya, Desa
Sungai Cuka.
(14 Desa)

-

BIDANG
EKONOMI

MASYARAKAT

5 TANAH
LAUT

KURAU Desa Sungai
Bakau, Desa
Raden, Desa
Maluka Baulin,
Desa Bawah
Layung, Desa
Tambak Karya,
Desa Padang
Luas, Desa
Tambak Sarinah,
Desa Sarikandi,
Desa Handil
Negara, Desa Kali
Besar, Desa Kurau
(11 Desa)

Desa Sunai
Bakau, Desa
Raden, Desa
Maluka Baulin,
Desa Bawah
Layung, Desa
Tambak Karya,
Desa Padang
Luas, Desa
Tambak Sarinah,
Desa Sarikandi,
Desa Handil
Negara, Desa
Kali Besar, Desa
Kurau.

-

BIDANG
EKONOMI

MASYARAKAT

6 TANAH
LAUT

PANYIPATAN Desa Kandangan
Baru, Desa
Panyipatan, Desa
Batu Mulya, Desa
Bumi Asih, Desa
Sukaramah, Desa
Kuringkit, Desa
Batu Tungku, Desa
Kandangan Lama,
Desa Tanjung
Dewa, Desa
Batakan. (10
Desa)

Desa Kandangan
Baru, Desa
Panyipatan,
Desa Batu Mulya,
Desa Bumi Asih,
Desa
Sukaramah,
Desa Kuringkit,
Desa Batu
Tungku, Desa
Kandangan
Lama, Desa
Tanjung Dewa,
Desa Batakan.
(10 Desa)

-

BIDANG
EKONOMI

MASYARAKAT



7 TANAH
LAUT

TAKISUNG Desa Batilai, Desa
Benua Lawas,
Desa Benua
Tengah, Desa
Gunung Makmur,
Desa Kuala
Tambangan, Desa
Pagatan Besar,
Desa Ranggang,
Desa Ranggang
Dalam, Desa
Sumber Makmur,
Desa Tabanio,
Desa Takisung,
Desa Telaga
Langsat. (12 Desa)

Desa Batilai,
Desa Benua
Lawas, Desa
Benua Tengah,
Desa Gunung
Makmur, Desa
Kuala
Tambangan,
Desa Pagatan
Besar, Desa
Ranggang, Desa
Ranggang
Dalam, Desa
Sumber Makmur,
Desa Tabanio,
Desa Takisung,
Desa Telaga
Langsat. (12
Desa)

-

BIDANG
EKONOMI

MASYARAKAT

AHU-
00758.AH.01.35
TAHUN 2022

8 TANAH
LAUT

BATU
AMPAR

Desa Gunung Mas,
Desa Gunung
Melati, Desa Tajau
Mulya dan Desa
Bluru (4 Desa)

Desa Gunung
Mas, Desa
Gunung Melati,
Desa Tajau
Mulya dan Desa
Bluru (4 Desa)

-

BIDANG
EKONOMI

MASYARAKAT
-

Jumlah 85 Desa

Pelaihari, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut

Muhammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19790629 200003 1 004
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Jumlah Kerja Sama Desa Yang Ditangani

Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2025

No Kecamatan Desa

Ruang Lingkup Kerja sama
Desa Bidang

Kerja
Sama
Desa

Status Kerja Sama Desa

Kerja sama
antar Desa

Kerja sama
dengan

pihak ketiga Sudah
ditangani

Belum
ditetapkan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Bajuin Desa Bajuin, Desa
Galam, Desa Ketapang,
Desa Kunyit, Desa
Pamalongan, Desa
Sungai Bakar, Desa
Tanjung, Desa Tebing
Siring, dan Desa Tirta
Jaya. (9 Desa)

BIDANG
EKONOMI
MASYARA
KAT

√

2. Bati-Bati Desa Bati-Bati, Desa
Bentok Kampung, Desa
Bentok Darat, Desa
Nusa Indah, Desa
Pandahan, Desa
Sambangan, Desa Liang
Anggang, Desa Ujung
Baru, Desa Banua
Raya, Desa Benua
Tengah, dan Desa
Benua Lawas. (14 Desa)

BIDANG
EKONOMI
MASYARA
KAT

√

3. Jorong Desa Alur, Desa Asam-
Asam, Desa Asam Jaya,
Desa Asri Mulia, Desa
Batalang, Desa Jorong,
Desa Karang Rejo,
Desa Muara Asam
Asam, Desa Sabuhur,
Desa Simpang Empat
Sungai Baru, dan Desa
Swarangan. (11 Desa)

BIDANG
EKONOMI
MASYARA
KAT

√

mailto:bpmpd_tanahlaut@yahoo.com


4 Kintap Desa Bukit Mulia, Desa
Kebun Raya, Desa
Kintap, Desa Kintap
Kecil, Desa Kintapura,
Desa Mekar Raya, Desa
Muara Kintap, Desa
Pandan Sari, Desa Pasir
Putih, Desa Riam
Adungan, Desa
Salaman, Desa
Sebamban Baru, Desa
Sumber Jaya, Desa
Sungai Cuka. (14 Desa)

BIDANG
EKONOMI
MASYARA
KAT

√

5 Kurau Desa Sungai Bakau,
Desa Raden, Desa
Maluka Baulin, Desa
Bawah Layung, Desa
Tambak Karya, Desa
Padang Luas, Desa
Tambak Sarinah, Desa
Sarikandi, Desa Handil
Negara, Desa Kali
Besar, Desa Kurau (11
Desa)

BIDANG
EKONOMI
MASYARA
KAT

√

6 Panyipatan Desa Kandangan Baru,
Desa Panyipatan, Desa
Batu Mulya, Desa Bumi
Asih, Desa Sukaramah,
Desa Kuringkit, Desa
Batu Tungku, Desa
Kandangan Lama, Desa
Tanjung Dewa, Desa
Batakan. (10 Desa)

BIDANG
EKONOMI
MASYARA
KAT

√

7 Takisung Desa Batilai, Desa
Benua Lawas, Desa
Benua Tengah, Desa
Gunung Makmur, Desa
Kuala Tambangan, Desa
Pagatan Besar, Desa
Ranggang, Desa
Ranggang Dalam, Desa
Sumber Makmur, Desa
Tabanio, Desa Takisung,
Desa Telaga Langsat.
(12 Desa)

BIDANG
EKONOMI
MASYARA
KAT

√

8 Batu Ampar Desa Gunung Mas, Desa
Gunung Melati, Desa
Tajau Mulya dan Desa
Bluru (4 Desa)

BIDANG
EKONOMI
MASYARA
KAT

√

Jumlah 81 Desa



Pelaihari, 2 Januari 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Tanah Laut

Muhammad Syahid, S.STP, M.AP
Pembina Tk. I (IV.b)
NIP. 19790629 200003 1 004


